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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis dapat menyimpulkan: 

1. Hukum positif di Indonesia bagi orang Islam menempatkan wali sebagai 

salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 

tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Apabila tidak dimungkinkan 

terpenuhinya rukun wali yang berasal dari wali nasab, maka perwalian 

beralih kepada wali Hakim yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-

undangan.  

2. Proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama 

nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan 

karena adanya pemalsuan identitas wali nikah, pada hari senin tanggal 15 

September 2014 Tergugat I dan Tergugat 2 telah melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok timur sebagaimana 

tercata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/24/ IX/ 2014  tanggal 15 

September 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 dan pada saat proses 

persidangan, untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat 2 mengajukan 

saksi yang bernama H. LALU RUJAAN yang merupakan Orang 

Tua/Bapak dari Tergugat II, dan pada saat itulah  terungkap suatu fakta 
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bahwa orang tua dari Tergugat II tidak pernah bertindak sebagai wali pada 

saat akad nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, 

melainkan mewakilkannya kepada orang lain dalam hal ini kepala Dusun 

dan Proses Perwakilan wali yang di berikan dari orang tua Tergugat II 

selaku wali asal kepada Kepala Dusun selaku wakilnya tersebut tanpa ada 

Surat Taukil Wali dan atau surat Kuasa Wali sebagaimana  ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga wali nikah yang 

menikahkan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan wali yang tidak 

berhak 

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara   

0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya 

pemalsuan identitas wali nikah mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan wali nikah yang sah; 

menurut ketentuan Pasal 71 (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 

“suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan 

tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Alasan hakim 

tidak melanjutkan permohonan tersebut dengan dasar pasal tidak sesuai 

dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon yang 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh 

wali yang menikahkan tidak berhak. Sementara itu, sudah ditegaskan di 

dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi 

syarat dari perkawinan. Selain itu, Hakim juga tidak memerhatikan Pasal 
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26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang 

menegaskan bahwa apabila perkawinan tidak dilangsungkan oleh wali 

nikah yang berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan, serta Pasal 71 

huruf (e) yang menegaskan bahwa salah satu alasan perkawinan dapat 

dibatalkan adalah apabila wali nikah tidak sah. 

B. Saran 

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang 

memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus permohonan 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga lembaga 

tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif tentang perkawinan 

dan syarat-syaratnya di masyarakat.  

2. Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya 

terlebih dahulu mengetahui jelas syarat pernikahan supaya kedepannya 

tidak terjadinya pembatalan perkawinan 
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